
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LAPORAN 
 

HASIL PELAKSANAAN 

SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI 

PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN 
 

PADA PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS IB 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

TRIWULAN II 2026 
 



 
LEMBAR PENGESAHAN 

 

LAPORAN SURVEI 

INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI 

PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN 

PADA PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS IB 

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 

Tentang 

Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari 

Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah 

 

 

 

 

Disahkan di Demak 

Pada hari : Selasa, 30 Juni 2026 

Ketua Pengadilan Negeri Demak Kelas IB 

 

 

 

Niken Rochayati, S.H., M.H. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
DAFTAR ISI 

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................... 4 

A. Latar Belakang ....................................................................................... 4 

B. Maksud Dan Tujuan .............................................................................. 5 

C. Landasan Hukum .................................................................................. 5 

D. Unsur SPAK ........................................................................................... 5 

BAB II METODE SURVEI ................................................................................ 7 

A. Periode Survei ........................................................................................ 7 

B. Metode penelitian ................................................................................... 7 

BAB III PELAKSANAAN DAN TEKNIK SURVEI .............................................. 8 

A. Pelaksanaan ........................................................................................... 8 

B. Teknik Survei Persepsi Anti Korupsi ....................................................... 8 

C. Penyusunan Laporan ............................................................................. 9 

BAB IV PENYUSUNAN DAN PENGOLAHAN DATA SURVEI PERSEPSI ANTI 

KORUPSI ...................................................................................................... 11 

A. Persiapan Survei .................................................................................. 11 

B. Penetapan Jumlah Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data . 15 

C. Pengolahan Data .................................................................................. 16 

D. Pengolahan Data Survei ....................................................................... 17 

BAB V HASIL PENGUKURAN ........................................................................ 19 

A. Hasil Penyusunan Indeks ..................................................................... 19 

B. Evaluasi Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi.............................. 21 

BAB VI .......................................................................................................... 22 

A. Kesimpulan .......................................................................................... 22 

B. Rekomendasi ....................................................................................... 22 

LAMPIRAN .................................................................................................... 23 

Data Survei Persepsi Anti Korupsi Triwulan II 2026 .................................. 23 

INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI TRIWULAN II 2026 ............................. 45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 
A. Latar Belakang 
 

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan 

pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari 

Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Pengadilan 

Negeri Demak Kelas IB berkomitmen untuk terus menerus 

melakukan perbaikan secara berkesinambungan dan berkelanjutan 

dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik khususnya 

mengenai pencegahan korupsi. 

Komitmen tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 

54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi serta 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang 

Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas 

Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi 

Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan 

disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu 

parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani. 

Pengadilan Negeri Demak Kelas IB merupakan satuan kerja 

yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan 

strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar. 

Pengadilan Negeri Demak Kelas IB telah mencanangkan 

Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, oleh karena itu 

perlu mendapatkan informasi tentang persepsi korupsi dari pengguna 

layanan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka 

peningkatan kualitas pelayanan serta mewujudkan pelaksanaan 

pelayanan yang bebas korupsi. Bahwa Pembangunan Zona Integritas 

menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih 

dan Melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara 

pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi 

suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang 

telah ditetapkan. 

 

 
 
 



 
 
 

B. Maksud Dan Tujuan 
 

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei 

Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Demak Kelas IB adalah 

sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah perilaku 

korupsi, kolusi dan nepotisme. 

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei 

Persepsi Anti Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian 

menuju Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah 

Birokrasi Bersih dan Melayani. 
 
C. Landasan Hukum 
 

a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan 

Nepotisme. 

b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik. 

d) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan 

Umum; 

e) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 

f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 

tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi; 

g) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor Nomor 90 Tahun 

2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju 

Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan 

Melayani di Instansi Pemerintah. 

 

D. Unsur SPAK 

a. Manipulasi Peraturan 

Unsur manipulasi peraturan terkait pemberian pelayanan apakah 

sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan.   

b. Penyalahgunaan Jabatan 

Unsur penyalahgunaan jabatan terkait penyalahgunaan jabatan 

oleh petugas pelayanan dengan meminta imbalan tertentu. 

 



 

 

 

c. Menjual Pengaruh 

Unsur menjual pengaruh terkait upaya yang dilakukan oleh 

aparatur pengadilan dengan menawarkan bantuan untuk 

membantu mengurus perkara. 

d. Transaksi Biaya 

Unsur transaksi biaya terkait informasi dan keterbukaan 

mengenai tarif/biaya layanan di pengadilan. 

e. Biaya Tambahan 

Unsur transaksi biaya terkait apakah biaya tambahan yang 

dibebankan kepada masyarakat di luar tarif resmi. 

f. Hadiah 

Unsur hadiah terkait pemberian hadiah sebagai ucapan terima 

kasih kepada aparatur pengadilan. 

g. Transparansi Biaya 

Unsur transparansi biaya terkait dengan pemberian bukti 

transaksi pembayaran di pengadilan. 

h. Percaloan 

Unsur percaloan terkait adanya praktek percaloan di pengadilan 

i. Perbuatan curang 

Unsur perbuatan curang terkait adanya informasi mengenai 

praktek KKN di pengadilan. 

j. Transaksi Rahasia 

Unsur transaksi rahasia terkait dengan pengurusan perkara 

melalui aparatur pengadilan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

BAB II 

METODE SURVEI 

 

A. Periode Survei 

Survei periodik adalah survei yang dilakukan oleh penyelenggara 

pelayanan publik terhadap layanan publik yang diberikan kepada 

masyarakat. Survei ini, dapat dilakukan secara tetap dengan jangka 

waktu (periode) tertentu. Survei dapat dilakukan setiap 3 bulanan 

(triwulan), 6 bulanan (semester) atau 1 (satu) tahun. Penyelenggara 

pelayanan publik setidaknya minimal melakukan survei 1 (satu) tahun 

sekali. 

Survei ini bersifat komprehensif dan hasil analisa survei 

dipergunakan untuk melakukan evaluasi terhadap persepsi anti korupsi. 

Selain itu, hasil survei dipergunakan untuk pengambilan kebijakan 

untuk mencegah perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam hal 

penyelenggara menggunakan metode survei ini, maka metode ini harus 

dinyatakan di dalam laporan. Pengolahan dan analisa hasil survei agar 

mengikuti cara pengolahan data dan kluster penilaian sesuai dengan 

kaidah pengolahan survei. 

Pengadilan Negeri Demak Kelas IB sebagai penyelenggara 

pelayanan publik dalam bidang peradilan melakukan survei secara 

berkala dalam jangka waktu/periode 3 (tiga) bulan sekali. 

 

B. Metode penelitian 

Untuk melakukan survei secara periodik Pengadilan Negeri Demak 

Kelas IB mengggunakan pendekatan metode kualitatif dengan 

pengukuran menggunakan Skala Likert. Skala Likert adalah suatu skala 

psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket), dan 

merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa 

survei. Metode ini dikembangkan oleh Rensis Likert. Skala Likert adalah 

skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan 

publik. Pada skala Likert responden diminta untuk menentukan tingkat 

persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah 

satu dari pilihan yang tersedia. 

 



 

 

 

BAB III 

PELAKSANAAN DAN TEKNIK SURVEI 

 

A. Pelaksanaan 

1. Pelaksana survei 

a. Pelaksana survei adalah setiap unit penyelenggara pelayanan yang 

terdapat pada lembaga negara, korporasi, lembaga independen yang 

dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan 

publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk 

kegiatan pelayanan publik. 

b. Pelaksanaan survei dilaksanakan sendiri oleh Pengadilan Negeri 

Demak Kelas IB. 

2. Tahapan survei 

Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi dilaksanakan melalui 

tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan dan 

penyajian hasil survei, yang mencakup langkah-langkah, sebagai 

berikut: 

1) Menyusun instrumen survei; 

2) Menentukan besaran dan teknik penarikan sampel; 

3) Menentukan responden; 

4) Melaksanakan survei; 

5) Mengolah hasil survei; 

6) Menyajikan dan melaporkan hasil. 

Tahapan penyelenggaraan Survei Persepsi Anti Korupsi ini didasarkan 

pada metode dan teknik yang dapat dipertanggungjawabkan. 

B. Teknik Survei Persepsi Anti Korupsi 

Untuk melakukan survei dapat menggunakan teknik survei, antara lain: 

1. Kuesioner dengan wawancara tatap muka; 

2. Kuesioner melalui pengisian sendiri, termasuk yang dikirimkan 

melalui surat; 

3. Kuesioner elektronik (e-survei); 

4. Diskusi kelompok terfokus; 

5. Wawancara tidak berstruktur melalui wawancara mendalam. 



 
 
 

Bahwa dalam pelaksanaan survei ini, Pengadilan Negeri Demak Kelas IB 

menggunakan teknik survei kuesioner melalui aplikasi si-SUPER 

(Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik Badan Peradilan Umum). 

 

C. Penyusunan Laporan 

Laporan Hasil Survei ini dimaksudkan sebagai salah satu media atau 

alat untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik secara bertahap, 

konsisten, berkesinambungan berdasarkan informasi yang dimiliki. 

1. Materi Pokok Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi 

Materi pokok dalam Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi mencakup: 

latar belakang, maksud dan tujuan, metode, tim survei dan jadwal 

pelaksanaan serta tindak lanjut Survei Persepsi Anti Korupsi, sebagai 

berikut: 

1) Pendahuluan: latar belakang, tujuan, metode, tim dan jadwal 

pelaksanaannya: 

a. Latar belakang memuat berbagai hal penyebab munculnya 

problematika dalam penyusunan survei, baik ditinjau dari 

komponen yang akan disurvei dan dilakukan untuk 

peningkatan kualitas pelayanan publik. 

b. Tujuan berisi tentang hasil akhir yang akan dicapai dari hasil 

yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan IPAK (Indeks 

Persepsi Anti Korupsi). 

c. Metode memuat karakteristik populasi, keterwakilan anggota 

sampel, dan jumlah responden, selain itu disajikan juga jumlah 

kuesioner yang berhasil dikumpulkan kembali, dan jumlah 

kuesioner yang dapat diproses lebih lanjut atau diolah. 

d. Tim Survei terdiri dari Ketua, Anggota dan Sekretariat. 

e. Jadwal memuat kegiatan dan waktu pelaksanaan survei. 

2) Analisis 

Analisis meliputi data kuesioner, perhitungan, dan deskripsi hasil 

analisis. Hasil analisis harus memberikan penjelasan atau 

pemahaman mengenai berbagai faktor pemicu kelemahan 

dan/atau kelebihan pada setiap komponen yang diukur. Selain 

itu, hasil analisa survei tersebut dapat dibandingkan dengan 

hasil survei sebelumnya. 

3) Penutup 



 

Terdiri dari kesimpulan dan saran/rekomendasi. Kesimpulan 

berisi tentang intisari hasil Survei Persepsi Anti Korupsi, baik 

bersifat negatif maupun positif. Sedangkan saran/rekomendasi 

memuat masukan perbaikan secara konkrit pada masing-masing 

komponen yang menunjukkan kelemahan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

BAB IV 

PENYUSUNAN DAN PENGOLAHAN DATA  

SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI 

 

A. Persiapan Survei 

1. Penetapan Pelaksana 

a. Pelaksanaan survei dilaksanakan secara swakelola, dengan 

membentuk Tim penyusunan survei persepsi anti korupsi 

berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Demak Kelas 

IB Nomor : 171/KPN.W12-U23/OT1.6/XII/2025 tentang Penunjukan 

Tim Penyusun Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Indeks 

Persepsi Anti Korupsi (IPAK), dan Survei Harian (SH) pada Pengadilan 

Negeri Demak Kelas IB; 

Pembentukan Tim Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks 

Persepsi Anti Korupsi Pengadilan pada Pengadilan Negeri Demak Kelas 

IB yang terdiri dari: 

No Nama Jabatan Jabatan Dalam 
Tim 

1 Niken Rochayati, S.H., 
M.H. 
NIP. 
198005082002122002 

Ketua Penanggungjawab 

2 Ade Suherman, S.H., M.H. 
NIP. 
197712122002121005 

Wakil Ketua Koordinator 

3 Ngabdul Ngayis, S.H. 
NIP. 
197012061993031003 

Panitera Muda 
Hukum 

Anggota 

4 Nofretari, S.H.I 
NIP. 
199307142025052001 

Klerek – Analis 
Perkara Peradilan 

Anggota 

5 Lisnawati, A.Md. 
NIP. 
200003042025062017 

Klerek – 
Dokumentalis 

Hukum 

Anggota 

6 Samsul Komarudin, 
S.Kom. 
NIP. 
198307032025211058 

Operator – 
Penata Layanan 

Operasional 

Anggota 

7 Yahya Arif 
NIP.198006292025211032 
 

Operator – 
Penata Layanan 

Operasional 

Anggota 

 

 



 

2. Penyiapan Bahan Survei 

a. Kuesioner 

Dalam menyusun Survei Persepsi Anti Korupsi digunakan daftar 

pertanyaan (kuesioner) sebagai alat bantu pengumpulan data 

persepsi anti korupsi. Kuesioner sudah disusun dalam aplikasi si-

SUPER (Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik Badan Peradilan 

Umum). 

b. Bagian Kuesioner 

Bagian kuesioner secara umum, terbagi dalam : 

1) Bagian Pertama 

Pada bagian pertama berisikan dashboard responden, nama 

aplikasi dan nama instansi yang dilakukan survei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Halaman Depan Aplikasi si-SUPER 

2) Bagian Kedua 

Pada bagian kedua dapat berisikan identitas responden, antara 

lain: jenis kelamin, usia, pendidikan dan pekerjaan. Identitas 

dipergunakan untuk menganalisis profil responden kaitan 

dengan persepsi (penilaian) responden terhadap layanan yang 

diperoleh. Selain itu dapat juga ditambahkan kolom waktu/jam 

responden saat disurvei. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Gambar 2. Bagian Kuesioner (Data Responden)  

 

3) Bagian Ketiga 

Pada bagian ini berisikan jenis layanan yang telah diterima 

oleh responden. Adapun jenis layanan yang ada di Pengadilan 

Negeri Demak Kelas IB adalah layanan Pidana, layanan 

Perdata, layanan Hukum/Informasi, layanan Administrasi 

Umum, layanan e-Court dan layanan Inzage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Bagian Kuesioner (Data Layanan) 

 

4) Bagian Keempat 

Pada bagian ini berisikan daftar pertanyaan yang terstruktur 

maupun tidak terstruktur. Pertanyaan yang terstruktur 

berisikan jawaban dengan pilihan berganda (pertanyaan 

tertutup). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Bagian Kuesioner (Daftar Pertanyaan) 

 

 

 



 

5) Bagian Kelima 

Pada bagian ini berisikan jawaban tidak terstuktur (pertanyaan 

terbuka) berupa pertanyaan dengan jawaban bebas, dimana 

responden dapat menyampaikan pendapat, saran, kritik dan 

apresiasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Bagian Kuesioner (Kesan & Pesan) 

 

c. Bentuk Jawaban 

Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur persepsi 

anti korupsi dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan 

berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat 

kualitatif untuk mencerminkan tingkat persepsi anti korupsi. 

Tingkat persepsi anti korupsi dimulai dari sangat baik/puas 

sampai dengan tidak baik/puas. Pembagian jawaban dibagi dalam 

4 (empat) kategori, yaitu: 

1) tidak baik, diberi nilai persepsi 1; 

2) kurang baik, diberi nilai persepsi 2; 

3) baik, diberi nilai 3; 

4) sangat baik, diberi nilai persepsi 4. 

Contoh : 

Penilaian terhadap unsur Manipulasi Peraturan. 

1) Diberi nilai 1 (tidak mudah) apabila prosedur dan ketentuan 

tidak sesuai, alur berbelit-belit, panjang dan tidak jelas, loket 

terlalu banyak, sehingga proses tidak efektif. 

2) Diberi nilai 2 (kurang mudah) apabila prosedur dan ketentuan 

jarang sesuai, pelayanan masih belum mudah, sehingga 

prosesnya belum efektif. 



 
 
 

3) Diberi nilai 3 (mudah) apabila pelaksanaan prosedur dan 

ketentuan sesuai, sederhana, tidak berbelit-belit tetapi masih 

perlu diefektifkan. 

4) Diberi nilai 4 (sangat mudah) apabila pelaksanaan prosedur 

dan ketentuan dirasa selalu sesuai, mudah, sangat sederhana, 

sehingga prosesnya mudah dan efektif. 

B. Penetapan Jumlah Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data 

1. Penetapan Jumlah Responden 

Teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, 

tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih 

masyarakat pengguna layanan pengadilan. 

Pengguna layanan didefinisikan sebagai orang yang sedang atau 

pernah mendapat pelayanan dari Pengadilan Negeri Demak Kelas IB. 

Untuk memenuhi akurasi hasil penyusunan Survei Persepsi Anti 

Korupsi (SPAK), besaran populasi dan sampel menggunakan tabel 

sampel dari Morgan and Krejcie (Lampiran II) dimana ditentukan 

sebanyak lebih dari 100.000 (seratus ribu) dengan responden 

sebanyak 489 (empat ratus delapan puluh sembilan) responden. 

2. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data 

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di ruang PTSP 

Pengadilan Negeri Demak Kelas IB mulai bulan April 2026 sampai 

dengan bulan Juni 2026. 

3. Pelaksanaan Pengumpulan Data 

a) Pengumpulan data 

Untuk memperoleh data yang akurat dan obyektif, perlu 

ditanyakan kepada masyarakat terhadap unsur-unsur persepsi 

anti korupsi yang telah ditetapkan. Pengadilan Negeri Demak Kelas 

IB menetapkan 10 (sepuluh) unsur persepsi anti korupsi yang 

akan ditanyakan kepada seluruh responden, yaitu unsur 

Manipulasi Peraturan, Penyalahgunaan Jabatan, Menjual 

Pengaruh, Transaksi Biaya, Biaya Tambahan, Hadiah, 

Transparansi Biaya, Percaloan, Perbuatan Curang dan Transaksi 

Rahasia. 

b) Pengisian kuesioner  

Pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai 

penerima layanan langsung melalui aplikasi si-SUPER (Aplikasi 

Survey Pelayanan Elektronik Badan Peradilan Umum).  



 

 

C. Pengolahan Data   

Pengolahan data masing-masing metode Survei Persepsi Anti 

Korupsi (SPAK) dilakukan sebagai berikut: 

1. Pengukuran Skala Likert 

a) Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai.  

Nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" 

masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei 

persepsi anti korupsi terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, 

setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai 

penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut: 

  Jumlah bobot   1 
Bobot nilai rata-rata tertimbang =  =  = N 
  Jumlah Unsur   X 
 
X = jumlah unsur yang disurvei 

N = bobot nilai per unsur 

Contoh : jika unsur yang dikaji sebanyak 10 (sepuluh) unsur 

 
    Jumlah bobot   1 

Bobot nilai rata-rata tertimbang =  =  = 0,1 
   Jumlah Unsur10 

 

Untuk memperoleh nilai Persepsi Anti Korupsi unit pelayanan 

digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus 

sebagai berikut : 

   Total dari Nilai Persepsi Per Unsur 
SPAK =        x Nilai Penimbang 

          Total Unsur yang terisi 

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SPAK yaitu 

antara 25 – 100, maka hasil penilaian tersebut di atas 

dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai 

berikut: 

SPAK Unit pelayanan x 25 

Tabel I 
Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Capaian Konversi,  

Mutu dan Kinerja 
Nilai 

Persepsi 
Nilai Interval Nilai Interval 

Capaian 
Konversi IPAK 

Mutu Kinerja 

 A b = (a x 25)   
1 1.00-1.75 25-43.75 1 Tidak bersih 

dari korupsi 



 
 
 

2 1.76-2.50 43.76-62.50 2 Kurang 
bersih dari 

korupsi 
3 2.51-3.25 62.51-81.25 3 Cukup 

bersih dari 
korupsi 

4 3.26-4.00 81.26-100.00 4 Bersih dari 
korupsi 

 

D. Pengolahan Data Survei 

Pengolahan data survei dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu: 

1. Pengolahan dengan komputer 

Data entry dan penghitungan indeks dapat dilakukan dengan 

program komputer/sistem data base. 

2. Pengolahan secara manual 

a) Data Isian kuesioner dari setiap responden dimasukkan ke dalam 

formulir mulai dari unsur 1 (U1) sampai dengan unsur X (UX); 

b) Langkah selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per 

unsur persepsianti korupsi dan nilai indeks unit pelayanan, 

sebagai berikut: 

1) Nilai rata-rata per unsur pelayanan. 

Nilai masing-masing unsur persepsi anti korupsi dijumlahkan 

sesuai dengan jumlah kuesioner yang diisi oleh responden. 

Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur 

persepsi anti korupsi, maka jumlah nilai masing-masing 

unsur persepsi anti korupsi dibagi dengan jumlah responden 

yang mengisi. 

Contoh : Untuk mendapatkan nilai rata-rata tertimbang per 

unsur persepsi anti korupsi, maka jumlah nilai rata-rata per 

unsur persepsi anti korupsi dikalikan dengan 0,1 (apabila 10 

unsur) sebagai nilai bobot rata-rata tertimbang. 

2) Nilai indeks persepsi anti korupsi 

Untuk mendapatkan nilai survei dengan cara menjumlahkan 

X unsur 

3. Pengujian Kualitas Data 

Data pendapat masyarakat yang telah dimasukkan dalam masing-

masing kuesioner, disusun dengan mengkompilasikan data 

responden yang dihimpun berdasarkan kelompok umur, jenis 

kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan utama. Informasi ini 



 

dapat digunakan untuk mengetahui profil responden dan 

kecenderungan penerima layanan. 

4. Penyusunan Jadwal. 

Penyusunan indeks persepsi anti korupsi diperkirakan memerlukan 

waktu selama 50 (lima puluh) hari kerja dengan rincian sebagai 

berikut: 

a. Persiapan (Pembentukan Tim Survei, penyusunan kuesioner), 2 

(dua) hari kerja; 

b. Pelaksanaan pengumpulan data, 45 (empat puluh lima) hari kerja; 

c. Pengolahan data indeks, penyusunan dan pelaporan hasil 3 (tiga) 

hari kerja; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
BAB V 

HASIL PENGUKURAN 

 

A. Hasil Penyusunan Indeks 

Data akhir kegiatan penyusunan indeks persepsi anti korupsi dari 

setiap unit pelayanan Pengadilan Negeri Demak Kelas IB, disusun 

dengan materi utama sebagai berikut: 

1. Indeks setiap unsur persepsi anti korupsi 

Berdasarkan hasil penghitungan indeks persepsi anti korupsi, 

jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai 

rata-rata setiap unsur persepsi anti korupsi. Sedangkan nilai indeks 

komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan 

jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan 

penimbang yang sama, yaitu 0,1 (untuk 10 unsur). Adapun nilai 

unsur Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) yang diperoleh setiap 

unsur persepsi anti korupsi pada Pengadilan Negeri Demak Kelas IB 

adalah sebagaimana tabel berikut: 

Tabel II 

Nilai Unsur Survei Persepsi Anti Korupsi 

No Unsur SPAK Nilai Unsur 

SPAK 

1.  Manipulasi Peraturan 3,941 

2.  Penyalahgunaan Jabatan 3,945 

3.  Menjual Pengaruh 3,953 

4.  Transaksi Biaya 3,955 

5.  Biaya Tambahan 3,959 

6.  Hadiah 3,955 

7.  Transparansi Biaya 3,955 

8.  Percaloan 3,951 

9.  Perbuatan Curang 3,949 

10.  Transaksi Rahasia 3,949 

 

Maka untuk mengetahui nilai indeks unit pelayanan dihitung dengan 

cara sebagai berikut: 



 

(3,941 x 0,1) + (3,945 x 0,1) + (3,953 x 0,1) + (3,955 x 0,1)+ (3,959 x 

0,1) + (3,955 x 0,1) + (3,955 x 0,1) + (3,951 x 0,1)+ (3,949 x 0,1) + 

(3,949 x 0,1) = Nilai Indeks (X) adalah 3,951. 

Dengan demikian nilai indeks (X) unit pelayanan hasilnya dapat 

disimpulkan sebagai berikut:  

a) Nilai SPAK setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar 

= 3,951 x 25  

= 98,78 

b) Kinerja = Bersih dari korupsi 

2. Prioritas peningkatan kualitas pelayanan 

Dalam peningkatan kualitas pelayanan diprioritaskan kepada unsur 

yang mempunyai nilai paling rendah untuk lebih dahulu diperbaiki, 

sedangkan unsur yang mempunyai nilai yang tinggi minimal harus 

tetap dipertahankan. 

Tabel I 

Nilai Indeks Survei Persepsi Anti Korupsi 

No Unsur SPAK NRR per 
Unsur 

NRR 
tertimbang 
per Unsur 

1. Manipulasi Peraturan 3,941 0,394 

2.  Penyalahgunaan Jabatan 3,945 0,394 

3.  Menjual Pengaruh 3,953 0,395 

4.  Transaksi Biaya 3,955 0,396 

5.  Biaya Tambahan 3,959 0,396 

6.  Hadiah 3,955 0,396 

7.  Transparansi Biaya 3,955 0,396 

8.  Percaloan 3,951 0,395 

9.  Perbuatan Curang 3,949 0,395 

10.  Transaksi Rahasia 3,949 0,395 

Nilai Indeks  3,951 

Nilai Indeks setelah dikonversi (NI x 

25) 

 98,78 

 

Dari hasil penilaian masyarakat terhadap 10 (sepuluh) unsur 

persepsi anti korupsi diperoleh unsur yang terendah sebagai berikut: 

1. Manipulasi Peraturan; 

2. Penyalahgunaan Jabatan; 

3. Perbuatan Curang 



 
 
 

B. Evaluasi Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi 

Terkait pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi periode Triwulan II 

Tahun 2026 di lingkup Pengadilan Negeri Demak Kelas IB, terdapat 

beberapa hal yang perlu dievaluasi diantaranya: 

1. Perlunya pemberian pemahaman kepada responden oleh petugas 

survei terkait maksud setiap pertanyaan dalam Survei Persepsi 

Anti Korupsi; 

2. Masyarakat cenderung memberikan jawaban yang normatif 

ketika mengisi kuesioner, sehingga perlu dicoba pelaksanaan 

survei dengan teknik wawancara tatap muka. 

Tabel I 

RENCANA TINDAK LANJUT PERBAIKAN SPAK 

3 (tiga) UNSUR TERENDAH 

No PRIORITAS 

UNSUR 

PROGRAM / KEGIATAN WAKTU PENANGGUNG 

JAWAB 

1 Manipulasi 
Peraturan 

 Monev Standar 
Operasional Prosedur 

 Mempublikasikan seluruh 
persyaratan, biaya, dan 
alur pelayanan melalui 
media informasi, website, 
dan ruang pelayanan. 

2 bulan 
(Juli-Agustus 

2026) 

Panitera, 
Panmud, Kasub 

2 Penyalahgunaan 
Jabatan 

Melaksanakan pembinaan dan 
penguatan budaya integritas 
pada setiap rapat dinas dan 
apel rutin. 

2 bulan 
(Juli-Agustus 

2026) 

Panitera, 
Panmud, Kasub 

3 Perbuatan 
Curang 

 Melakukan kampanye 
pembangunan Zona 
Integritas melalui 
pemasangan media 
informasi anti gratifikasi, 
anti pungutan liar, dan 
anti korupsi di area 
pelayanan. 

 Mempublikasikan biaya 
layanan secara terbuka 

2 bulan 
(Juli-Agustus 

2026) 

Panitera, 
Panmud, Kasub 

 

 

 

 

 

 



 

BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana dalam bahasan hasil survei, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Secara umum kualitas pelayanan dalam unit pelayanan 

Pengadilan Negeri Demak dipersepsikan Bersih dari Korupsi oleh 

para pengguna layanan. Hal ini terlihat dari hasil/pencapaian 

Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) yang diperoleh berada pada 

nilai interval konversi 81.26-100.00. Nilai Survei Persepsi Anti 

Korupsi yang diperoleh dari 10 (sepuluh) unsur persepsi anti 

korupsi adalah 98,78. 

2. Unsur Manipulasi Peraturan merupakan unsur yang nilai 

pencapaian terendah dibandingkan dengan unsur-unsur 

pelayanan yang lainnya, dimana pencapaiannya berada pada nilai 

interval 3,941. 

 

B. Rekomendasi 

1. Memastikan seluruh persyaratan, biaya, dan alur pelayanan 

dipublikasikan melalui media informasi, website, dan ruang 

pelayanan. 

2. Perlu adanya tindak lanjut/upaya peningkatan integritas aparatur 

peradilan khususnya petugas pemberi layanan.  

3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SOP 

untuk memastikan pelayanan dilaksanakan sesuai ketentuan tanpa 

adanya penyimpangan. 

4. Memperkuat kampanye pembangunan Zona Integritas melalui 

pemasangan media informasi anti gratifikasi, anti pungutan liar, dan 

anti korupsi di area pelayanan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

LAMPIRAN 

Data Survei Persepsi Anti Korupsi Triwulan II 2026 

 
No Responden Pelayanan U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 

1 
Rika Andi 
Wijaya 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

2 
Diva Azimia 
Ramadhanty 

Layanan 
Perdata 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

3 
Christian 
Sulistiawati 

Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 
Jauharotun 
Nafisah 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

5 
Wiwit 
Hariyanto 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

6 Hardodo 
Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

7 Nur Maulidia 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

8 Aditya Dwi A 
Layanan 
Pidana 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

9 Devi Irianti 
Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

10 Leonardo 
Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

11 Amanah 
Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

12 Iskandar 

Layanan 
Administrasi 
Umum 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

13 
Agus 
Siswanto 

Layanan 
Pidana 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

14 Amana 
Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

15 Azis Muslim 

Layanan 
Administrasi 
Umum 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

16 Sunipah 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

17 Kumarudin  
Layanan 
Pidana 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

18 Ngadiyono 

Layanan 
Administrasi 
Umum 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

19 Wibowo  

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

20 Sutrisno 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

21 Sunipah Layanan 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 



 

Hukum 
/Informasi 

22 
Anisa Wahyu 
Ningrum 

Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

23 Elisa Henny P 

Layanan 
Administrasi 
Umum 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

24 Sholahudin 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

25 
M.Azka 
Ni'am 

Layanan 
Pidana 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

26 
Agus Setyaji 
S 

Layanan 
Pidana 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

27 
Nurul 
Mu'alimah 

Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

28 Setyo Utomo 
Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

29 

Evan 
Ferdiyan 
Rachm 

Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

30 

M. 
Wildanuddin 
A 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

31 Susmiati 
Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

32 
Dimas Adrian 
Angga S 

Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

33 Siti Waryanti 
Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

34 Sunipah 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

35 Diki Januardi 
Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

36 Wibowo  

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

37 David Pahala 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

38 
Alfiani Filla 
Khofianida 

Layanan 
Administrasi 
Umum 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

39 Diki Januardi 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

40 
Abdul 
Wahab 

Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

41 Kamsidah 
Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

42 Kamsidah 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

43 
Naila Ulayya 
S 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 



 
 
 

44 

Deddy 
Mahendra 
Wijaya 

Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

45 
Evy 
Rusmawati  

Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

46 
Zaenal 
Abidin 

Layanan 
Pidana 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

47 
M.Zaki 
Masyfu'in 

Layanan 
Pidana 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

48 
Rizkon Adji 
Firmansyah 

Layanan 
Pidana 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

49 
Agus Setyaji 
S 

Layanan 
Pidana 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

50 Prayitno 
Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

51 Istiqomah 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

52 Desi Fitriya 
Layanan 
Pidana 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

53 
Rizkon Adji 
Firmansyah 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

54 
Fahmi Ainun 
Najib 

Layanan 
Pidana 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

55 Atmah 
Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

56 Kumarudin 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

57 Agus Salim 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

58 

Sri Setyo 
Wahyuningr
um 

Layanan 
Pidana 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

59 Kumarudin 
Layanan 
Pidana 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

60 
Bahaudin 
Naqsabandy 

Layanan 
Pidana 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

61 
Hesti 
Herlinawati 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

62 
Herry 
Sulistyono 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

63 
Adi Tri 
Wibowo 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

64 Anita Safitri 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

65 
Awam Nor 
Afendi 

Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

66 
Hesti 
Herlinawati 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 



 

67 Said Abdillah 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

68 Dika Anggoro 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

69 M.Nur Faizin 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

70 

Deddy 
Mahendra 
Wijaya 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

71 
Setyo Budi  
Pramono 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

72 
Ahmad 
Muhson 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

73 
Haris 
Setiawan 

Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

74 Sakroni 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

75 
Ahmad 
Asy'ari 

Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

76 Anita Safitri 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

77 
Adi Tri 
Wibowo 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

78 Sholahudin 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

79 Sukamad 
Layanan 
Pidana 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

80 Jumadi 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

81 
Dimas Adrian 
Angga S 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

82 
Jony 
Fitrianto 

Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

83 Multayam 
Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

84 Aditya Dwi A 
Layanan 
Pidana 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

85 M.Saefudin 
Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

86 
Latifah 
Hanim 

Layanan 
Administrasi 
Umum 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

87 
M.Fahmi 
Nashrallah 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

88 
Faishal 
Anwar Said 

Layanan 
Pidana 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 



 
 
 

89 
Imam 
Maturidi 

Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

90 
Ahmad 
Munif 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

91 
Desi 
Rahmawati 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

92 
Faishal 
Anwar Said 

Layanan 
Pidana 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

93 
Indra 
Hariyanto 

Layanan 
Pidana 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

94 Uliyah 
Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

95 
Raden Joa 
Kansha R 

Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

96 

Kuat 
Yunianton 
Wibowo 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

97 M.Zamroni 
Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

98 Warsito 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

99 Agus S 
Layanan 
Pidana 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

100 
Abdul 
Khamid 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

101 Wahono 

Layanan 
Administrasi 
Umum 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

102 

Evan 
Ferdiyan 
Rachm 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

103 
Abdurrohim 
Mukti 

Layanan 
Perdata 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 

104 
Novandi 
Sulistiyanto 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

105 
Joshua 
Steven Lee 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

106 Aditya  
Layanan 
Pidana 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 

107 
Imam 
Maturidi 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

108 Dika Anggoro 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 

109 Kuat Y.W 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 

110 
Choirun 
Nidzar A 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 



 

111 
Ahmad 
Kamaludin 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

112 Purwito 
Layanan 
Perdata 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

113 Ali Mashudi 
Layanan 
Perdata 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

114 Nor Ahmad 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 

115 Hardodo 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 

116 Yudi Istanto 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 

117 
Siti 
Mahmudah 

Layanan 
Perdata 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 

118 Moh Kholil 
Layanan 
Pidana 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

119 M.Turmudhi 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

120 
Moh Jama'ah 
Wilujeng 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

121 
Rofi'atul 
Ummah 

Layanan 
Perdata 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

122 Tanti Rahayu 
Layanan 
Perdata 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

123 Ali Subchan 
Layanan 
Perdata 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

124 Rachmad S 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

125 Moh Kholil 
Layanan 
Pidana 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

126 
Dwi 
Herwanto 

Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

127 M.Nur Faizin 
Layanan 
Perdata 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

128 Imam M 

Layanan 
Administrasi 
Umum 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 

129 Sholahudin 
Layanan 
Perdata 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

130 Solekan 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

131 
Borgias 
Punto  B 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

132 Dika Anggoro 
Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

133 Dimas 
Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 



 
 
 

134 
Lukmanul 
Apriliyan 

Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

135 Suparyati 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

136 Musyafak 
Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

137 RIAN H 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

138 Anis Faudah 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

139 Ali Mashudi 
Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

140 RIAN H 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

141 M.Nur Faizin 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

142 
Pulung 
Abiyasa 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

143 M.Zaki M 
Layanan 
Pidana 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

144 
Adi 
Nurachman 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

145 Fauzi Nur R 
Layanan 
Pidana 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

146 
Novandi 
Sulistiyanto 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

147 Nur Aziz 
Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

148 M.Ribki 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

149 
Evi Nur 
Astuti 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

150 
Wahid 
Khobirujudi 

Layanan 
Pidana 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

151 
Martinus 
Fabianus 

Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

152 Sholekah 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

153 Siti Aminah 
Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

154 
M.Teguh 
Rahayu 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

155 
Feri 
Krisdiantoro 

Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

156 Siti Zulikhah 
Layanan 
Hukum 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 



 

/Informasi 

157 
Abdul 
Rokhim 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

158 
Imam 
Maturidi 

Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

159 
Fadhil Eka 
Wiratama 

Layanan 
Pidana 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

160 Jumadi 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

161 Kusnadai 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

162 Dika Anggoro 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

163 Andi S 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

164 
Siswo 
Raharjo 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

165 
Daniel 
Mannan 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

166 
Evy 
Rusmawati  

Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

167 Sutriman 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

168 Siti Zulikhah 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

169 Siti Aminah 
Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

170 
Ana Puspita 
Sari 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

171 Nur Fitriyani 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

172 M.Yazid 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

173 Dirwan B M 
Layanan 
Pidana 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

174 Kusnadi 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

175 Dirwan B M 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

176 
Awam Nor 
Afendi 

Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

177 
Catur Ari 
Wijayanto 

Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 



 
 
 

178 Sururi 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

179 
Maya 
Najwah 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

180 

Dimas 
Anggoro 
Widodo 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

181 

Ratna 
Hapsari 
Damayanthi 

Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

182 Dwito Joko P 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

183 Ahmad Nafis 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

184 Luluk Solkah 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

185 
Ahmad 
Munif 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

186 
Catur Ari 
Wijayanto 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

187 
M.Hikmal 
Abdi 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

188 Arif Prasetiyo 

Layanan 
Administrasi 
Umum 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

189 Aditya Dwi A 
Layanan 
Pidana 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

190 Munandar 
Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

191 
Nanang 
Suyuti 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

192 M.Saefudin 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

193 
Wahid 
Khobirujudi 

Layanan 
Pidana 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

194 Sururi 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

195 
Imam 
Maturidi 

Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

196 Luluk Solkah 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

197 Dony Rozaqi 
Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

198 
Septi Berta 
Dwi Ayu 

Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 



 

199 
Debora Sindi 
Pratiwi 

Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

200 Rachmad S 
Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

201 
Nanang 
Suyuti 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

202 
Khaerul 
Umam 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

203 Rudy Kisara 
Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

204 Nur H 
Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

205 
Hendra Faisal 
Farid Nizar 

Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

206 Amalia 
Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

207 Siti Solikah 
Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

208 
Jogi 
Panggabean 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

209 Said Abdillah 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

210 Edy Tri Y 
Layanan 
Pidana 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

211 
Trubus Ari 
Basuki 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

212 David  

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

213 Kamsidah 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

214 Kumarudin 
Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

215 
Selma Ainur 
Rohimah 

Layanan 
Pidana 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

216 Rumawi 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

217 

Deddy 
Mahendra 
Wijaya 

Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

218 
M.Shofaul 
Manba' 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

219 
Agung 
Wijayanto 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

220 

Nandani 
Rahayuningti
yas 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

221 
Awam Nor 
Afendi 

Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 



 
 
 

222 Adi Prayogo 
Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

223 
Mellyna 
Rosinta Devi 

Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

224 Widiyanto 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

225 Dani Priyono 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

226 Edi Triyono 
Layanan 
Pidana 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

227 Agus Salim 

Layanan 
Administrasi 
Umum 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

228 Warsipah 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

229 
Iftachul 
Asyhar 

Layanan 
Administrasi 
Umum 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

230 Yustiro 
Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

231 
Suntono 
Nawawi 

Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

232 Nur Kholifah 
Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

233 Arif Zaenal 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

234 Dimas 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

235 
Awam Nor 
Afendi 

Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

236 Arif Prasetiyo 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

237 M.Ishak 

Layanan 
Administrasi 
Umum 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

238 
Trubus Ari 
Basuki 

Layanan 
Pidana 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

239 M.Santoso 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

240 M.Santoso 
Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

241 
Trubus Ari 
Basuki 

Layanan 
Pidana 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

242 Amirul Fatah 
Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

243 
M.Khodirun 
Afnan 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

244 
M.Farid 
Aminudin 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 



 

245 Nurul Alpiah 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

246 
Kristyaningsi
h 

Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

247 Sholahudin 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

248 Siti Aminah 
Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

249 
Wahyu 
Arisanti 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

250 
Zaenal 
Abidin 

Layanan 
Pidana 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

251 Dika Anggoro 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

252 
M.Syaiful 
Mujab 

Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

253 Muklis 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

254 Nur Gilang G 

Layanan 
Administrasi 
Umum 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

255 
Borgias 
Punto B 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

256 Abdul Qohar 
Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

257 
Ramelan 
Rohadi 

Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

258 Badrus Soleh 
Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

259 
Fahmi Ainun 
Najib 

Layanan 
Pidana 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

260 Kumarudin 
Layanan 
Pidana 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

261 Salsa Eka S 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

262 Siti Aminah 
Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

263 Jumadi  
Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

264 
Lutfi 
Ulinnuha 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

265 
Ahmad 
Muhlis 

Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

266 
Zaenal 
Abidin 

Layanan 
Pidana 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

267 Fathil Wildan 

Layanan 
Administrasi 
Umum 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

268 Andi Sulistiyo Layanan 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 



 
 
 

Hukum 
/Informasi 

269 
Sinta Khoirun 
Nisa 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

270 Supardi 
Layanan 
Pidana 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

271 
Maulida 
Kusumawati 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

272 Zeti Ulfiani 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

273 
Dian Setyo 
Nugroho 

Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

274 Dwi Diana P 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

275 Dwi Diana P 
Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

276 
Nanang 
Suyuti 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

277 Endah 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

278 
Novi Nur 
Wijaya 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

279 

Pangestu 
Ismuarga 
Wahyu 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

280 
Didik Tri 
Wahyudi 

Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

281 Yudha Rizqi S 

Layanan 
Administrasi 
Umum 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

282 Pardi 
Layanan 
Pidana 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

283 
Anisa Wulan 
Suci R 

Layanan 
Pidana 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

284 
Bangkit 
Kuncoro 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

285 

Ahmad 
Misbakhuddi
n 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

286 

Ahmad 
Misbakhuddi
n 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

287 
Agus 
Pramono 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

288 
Yoga Aji 
Saputro 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

289 Mahfuri 
Layanan 
Pidana 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 



 

290 
David Nor 
Efendi 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

291 Arif Prasetiyo 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

292 
M. Ariful 
Misbah 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

293 Anis Faudah 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

294 Supardi 
Layanan 
Pidana 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

295 Ainun Na'im 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

296 
Ulfiyatul 
Afifah 

Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

297 Dewi S 
Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

298 

Sri 
Wahyuningsi
h 

Layanan 
Pidana 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

299 

Sri 
Wahyuningsi
h 

Layanan 
Pidana 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

300 

Sri 
Wahyuningsi
h 

Layanan 
Pidana 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

301 

Sri 
Wahyuningsi
h 

Layanan 
Pidana 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

302 
Abdul 
Khamid 

Layanan 
Administrasi 
Umum 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

303 
David Nor 
Efendi 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

304 
Rochadi 
Pamungkas 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

305 
Putri 
Margerita 

Layanan 
Administrasi 
Umum 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

306 Yudi Istanto 
Layanan 
Pidana 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

307 Lutfi Amaliya 

Layanan 
Administrasi 
Umum 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

308 
M.Farid 
Aminudin 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

309 

Ahmad 
Musbakhudd
in 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

310 
Bangkit 
Kuncoro 

Layanan 
Hukum 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 



 
 
 

/Informasi 

311 
Agus 
Setiawan 

Layanan 
Administrasi 
Umum 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

312 
M.Abdul 
Muis 

Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

313 Mustami 
Layanan 
Pidana 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

314 Mahbub Zein 
Layanan 
Pidana 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

315 Hariyanto 
Layanan 
Pidana 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

316 
Kusumandity
o 

Layanan 
Pidana 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

317 
Kusumandity
o 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

318 
Syafina Aulia 
K 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

319 Kumarudin 
Layanan 
Pidana 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

320 
Karomatul 
Ulya 

Layanan 
Administrasi 
Umum 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

321 
Karomatul 
Ulya 

Layanan 
Administrasi 
Umum 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

322 
Karomatul 
Ulya 

Layanan 
Administrasi 
Umum 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

323 
Karomatul 
Ulya 

Layanan 
Administrasi 
Umum 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

324 
Karomatul 
Ulya 

Layanan 
Administrasi 
Umum 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

325 
Karomatul 
Ulya 

Layanan 
Administrasi 
Umum 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

326 
Karomatul 
Ulya 

Layanan 
Administrasi 
Umum 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

327 Rino Andru F 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

328 Sri Lestari  
Layanan 
Perdata 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

329 Anis Faudah 
Layanan 
Perdata 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 

330 Said Abdillah 
Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

331 Kholid Annur 
Layanan 
Perdata 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

332 Anis Faudah 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 



 

333 Ali Mashudi 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

334 Sri Lestari  

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

335 Dwito Joko P 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

336 Wahono 

Layanan 
Administrasi 
Umum 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

337 
Adia 
Maududi 

Layanan 
Administrasi 
Umum 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

338 
Wiwin 
Nashoha 

Layanan 
Perdata 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 

339 
Ulfiyatul 
Afifah 

Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

340 
Syafina Aulia 
K 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

341 Sunarsih 
Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

342 
Yeni 
Kisworowati 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

343 
Yeni 
Kisworowati 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

344 Fauzi Nur R 
Layanan 
Pidana 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

345 
Komarul 
Bahri 

Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

346 La Zakaria 
Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

347 Jazali 
Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

348 Kholid Annur 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

349 Ahmad Arif S 
Layanan 
Pidana 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

350 

Purwoko 
Setya 
Nugroho 

Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

351 Mudaris 

Layanan 
Administrasi 
Umum 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

352 Mahbub Zein 
Layanan 
Pidana 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

353 Dimas 
Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

354 Lianita Euis K 
Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

355 
David Nor 
Efendi 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 



 
 
 

356 
Syafina Aulia 
K 

Layanan 
Administrasi 
Umum 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

357 Dimas 
Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

358 Dika Anggoro 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

359 
Dewi Tri 
Hartanti 

Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

360 
Imam 
Maturidi 

Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

361 Hardodo 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

362 Andrianis 
Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

363 
Rudy 
Nurcahyo 

Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

364 Niam Firdaus 
Layanan 
Pidana 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

365 Elistriany 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

366 
R. Agoeng 
Oetoyo 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

367 
Budhi 
Priyono 

Layanan 
Administrasi 
Umum 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

368 
Syafina Aulia 
K 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

369 Nur Kasan 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

370 Saiful Nadib 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

371 Saiful Nadib 
Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

372 Muripah 
Layanan 
Pidana 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

373 Suprapto 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

374 
Anisa Wulan 
Suci R 

Layanan 
Pidana 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

375 Dzawil Albab 
Layanan 
Pidana 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

376 
Imam 
Maturidi 

Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

377 
Iqma Alif 
Nurfian 

Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

378 
Dwi Rahyo 
Krisna A 

Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

379 Dimas  Layanan 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 



 

Hukum 
/Informasi 

380 
Irna Sri 
Nengsih 

Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

381 
Septian Rio 
Pratama 

Layanan 
Administrasi 
Umum 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

382 Dika Anggoro 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

383 Darsono 

Layanan 
Administrasi 
Umum 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

384 
Jati 
Prihantono 

Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

385 
Teresia Avila 
Ernawati 

Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

386 

Purwoko 
Setya 
Nugroho 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

387 
Rizki 
Kurniasari 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

388 
Rizki 
Kurniasari 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

389 
Rizki 
Kurniasari 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

390 
Rizki 
Kurniasari 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

391 
Ryandhika 
Taufik Ibrai 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

392 Arif Prasetiyo 
Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

393 Nurul Apipah 
Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

394 SHOLAHUD 
Layanan 
Pidana 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

395 SHOLAHUD 
Layanan 
Pidana 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

396 
Andika Yoga 
S 

Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

397 
Andika Yoga 
S 

Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

398 
Annisa 
Sholiya H 

Layanan 
Administrasi 
Umum 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

399 

Ginanjar 
Wahyu 
Saputro 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

400 Sudiharto 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

401 Joko Susanto 
Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 



 
 
 

402 

Rakhmat 
Bowo 
Suharto 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

403 
Edi Lukman 
Hakim 

Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

404 M.Tommy  A 
Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

405 
Teguh 
Nugroho 

Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

406 Dwi Yuliana 
Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

407 Anis Faudah 
Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

408 
Anis 
Wahyuni 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

409 
Anisa Wulan 
Suci R 

Layanan 
Pidana 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

410 
Latifah 
Khoirunnisa  

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

411 
Elang 
Satmoko 

Layanan 
Administrasi 
Umum 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

412 
Tofik 
Munandar 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

413 Edi Priyono 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

414 
Agus 
Hermanto 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

415 
Ahmad 
Farihin 

Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

416 
Ahmad 
Farihin 

Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

417 
Ahmad 
Farihin 

Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

418 
Ahmad 
Farihin 

Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

419 
Ahmad 
Farihin 

Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

420 
Ahmad 
Farihin 

Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

421 
Ahmad 
Farihin 

Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

422 
Ahmad 
Farihin 

Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

423 
Ahmad 
Farihin 

Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

424 
Ahmad 
Farihin 

Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

425 Dwi Yuliana 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

426 Anis Faudah Layanan 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 



 

Perdata 

427 Siti Safa'ah 
Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

428 Siti Safa'ah 
Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

429 
Siti 
Muslikhah 

Layanan 
Pidana 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

430 
Siti 
Muslikhah 

Layanan 
Pidana 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

431 Agus Salim 
Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

432 Dika Anggoro  
Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

433 Markamah 
Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

434 
Muh 
Bambang W 

Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

435 Dani Priyono 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

436 
Zaenal 
Abidin 

Layanan 
Administrasi 
Umum 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

437 
Abdullah 
Zaini 

Layanan 
Administrasi 
Umum 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

438 Mulyono 

Layanan 
Administrasi 
Umum 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

439 
Titik Eka 
Wulan 

Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

440 Solekan  
Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

441 
Yohanes Adi 
Kusuma 

Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

442 Joko Susanto 
Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

443 
Hendrawan 
Eko  

Layanan 
Administrasi 
Umum 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

444 Aditya Dwi A 
Layanan 
Pidana 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

445 
Andika Yoga 
S 

Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

446 
Andika Yoga 
S 

Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

447 
Andika Yoga 
S 

Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

448 Ahmad Arif S 
Layanan 
Pidana 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

449 Mashadi 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

450 Nur Sahidin 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

451 Dian Fitriani Layanan 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 



 
 
 

Perdata 

452 Dimas  

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

453 Sandy Fajar F 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

454 Hardodo 
Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

455 
Mabror 
Wijiutomo 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

456 
Ulfiyatul 
Afifah 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

457 
Ulfiyatul 
Afifah 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

458 
Ulfiyatul 
Afifah 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

459 
Ulfiyatul 
Afifah 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

460 
Ulfiyatul 
Afifah 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

461 
Hajar Monik 
Cahyani 

Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

462 
Zaenal 
Abidin 

Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

463 Sobirin 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

464 
Yudha Galuh 
R 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

465 
Wildan 
Saputra 

Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

466 
Imam 
Maturidi 

Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

467 

Dyah 
Puspitaward
ani 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

468 
Imam 
Wibowo 

Layanan 
Administrasi 
Umum 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

469 Kamsidah 
Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

470 Kamsidah 
Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

471 Kamsidah 
Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

472 
Slamet 
Widodo 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

473 Edi Hariyanto Layanan 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 



 

Hukum 
/Informasi 

474 
Wildan 
Saputra 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

475 
Misbahul 
Awang 

Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

476 
Nanang 
Suyuti 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

477 
Ahmad 
Subkhi 

Layanan 
Administrasi 
Umum 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

478 Dimas  
Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

479 
Candra Bekti 
W 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

480 Kamsidah 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

481 Anis Faudah 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

482 Danu Tri Tho 
Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

483 
Ahmad 
Abdillah 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

484 
Baskoro 
Indrasoesilo 

Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

485 
M Nur 
Ma'arif 

Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

486 Sobirin 

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

487 Dimas  

Layanan 
Hukum 
/Informasi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

488 Siti Safa'ah 
Layanan 
Perdata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

489 M SYAIFUL 

Layanan 
Administrasi 
Umum 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
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